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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat 

dan Hidayah Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2023 ini akhirnya dapat diselesaikan. 

Substansi Laporan Kinerja Pemerintah ini   menginformasikan capaian kinerja 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang dikaitkan dengan pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). 

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehubungan dengan 

kinerja yang telah dicapai, dimana ada keberhasilan yang telah diperoleh maupun 

kegagalan akibat kendala / hambatan-hambatan  yang ditemui dalam  masa tahun 

bersangkutan, serta merupakan bahan untuk melaksanakan perbaikan dan 

penyempurnaan, sehingga diharapkan dimasa atau tahun yang akan datang dapat 

lebih maksimal dalam pencapaian tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi Badan 

Pendapatan Daerah  Kabupaten Kotabaru. 

Akhir  kata,  diharapkan  laporan  ini  dapat  memberikan  gambaran  sebagai 

media pertanggung jawaban kinerja organisasi dan dapat memberikan manfaat bagi 

kita semua, Amin.    

 
 

 

 

 

 
 

Kotabaru,        Januari 2024 
Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN 

 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja 

Pemerintah  yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja 

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan 

Laporan Kinerja  sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan tugas dan  fungsi di tahun 2023 dalam rangka mencapai visi dan 

melaksanakan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. 

Laporan Kinerja Pemerintah juga dijadikan alat kendali dan pemacu 

peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan 

bagi  stakeholders  demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kotabaru.   

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan  Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.  

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru adalah dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban  

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap pemerintah atas 

penggunaan anggaran dan / atau merupakan pengelolaan sumberdaya dan 
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pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru, berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.  

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 adalah: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja yang 

telah dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi  Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap 

masyarakat. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana 

bidang administrasi keuangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Berperan sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah. Memiliki tugas 

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan menjalankan fungsi sebagai 

pendapatan daerah. 

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kotabaru saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan  

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20), dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
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1) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelola pajak dan 

retribusi daerah; 

2) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pengelola pajak dan retribusi daerah; 

3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan 

program / kegiatan di Bidang Pajak Daerah I; 

4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan 

program / kegiatan di Bidang Pajak Daerah II; 

5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan 

program / kegiatan di Bidang Penagihan; 

6) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan 

program / kegiatan di bidang Pengembangan; 

7) Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pendapatan 

Daerah; 

8) Penyelenggara pelasksanaan administrasi Badan sesuai  dengan Lingkup 

tugasnya; 

9) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan 

program / kegiatan di UPTD; dan 

10) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pengelola pajak dan retribusi daerah; 

3. Melaksanakan kewenangan selaku koordinator pengelolaan pendapatan 

daerah sesuai kewenangan yang diserahkan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah; 
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4. Memberikan informasi dan analisis capaian target pendaptan dan rencana 

anggaran pendapatan; 

5. Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan asli daerah; 

6. Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait 

bidang tugas Badan; 

7. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program / 

kegiatan pengelolaan kesekretariatan badan; 

8. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang 

Pajak Daerah I; 

9.  Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang 

Pajak Daerah I; 

10. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang 

Penagihan; 

11. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang 

Pengembangan; 

12. Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di 

bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; 

13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

DPRD dan Instansi terkait dengan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan 

kebijakan bidang tugas; 

14. Menyelenggarakan pengendalian internal akuntabilitas kinerja dan laporan 

kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan; 

15. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja UPTD; dan 

16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

Struktur organisasi dan unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Gambar 1.1. Bagan Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
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Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru memimpin unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru terdiri dari: 

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa 

tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi 

pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, 

serta pengelolaan umum dan kepegawaian; 

2. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan 

memeriksa tugas-tugas di Bidang Pajak Daerah I (Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Retibusi Daerah) yang meliputi sub 

pendaftaran dan pendataan I, sub pemeriksaan dan penetapan I dan sub 

pengolahan data dan informasi I; 

3. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan 

memeriksa tugas-tugas di bidang pajak daerah II (PBB-P2, BPHTB, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Parkir) yang meliputi sub pendaftaran dan 

pendataan II, sub pemeriksaan dan penetapan II dan sub pengolahan data dan 

informasi II; 

4. Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan 

memeriksa tugas di Bidang Penagihan yang meliputi sub penagihan dan 

perhitungan, sub pertimbangan dan restitusi dan sub pembukuan, verifikasi dan 

pelaporan; 

5. Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan 

memeriksa tugas-tugas di bidang pengembangan meliputi sub pengembangan 

pajak dan retribusi daerah, sub pendapatan daerah lainnya, serta sub 

pembinaan dan pengawasan. 

B. ASPEK STRATEGIS 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditentukan Aspek Strategis Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai berikut: 

1) Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada Wajib Pajak; 
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2) Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 

3) Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan 

pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak; 

4) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya 

berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

5) Meningkatkan  pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak 

Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan. 

 

C. KONDISI UMUM (Permasalahan Utama) 

Sedangkan permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut: 

1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di 

bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  

2) Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai 

sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan; 

4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

daerah; 

5) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

 

D. SISTEMATIKA 

Kinerja pemungutan pajak pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : 

Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. 

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kesadaran dalam 

membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya 

manfaat  yang  dapat  dirasakan  (baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung)  

dari membayar pajak dan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru 
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serta law enforcement. Kedua, penggalian potensi pajak. Penggalian potensi pajak 

dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak.  

Dimana administrasi  pajak (tax administration) yang  baik  harus  mampu 

menegakkan ketentuan‐ketentuan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah. Secara teoritis administrasi  pajak 

merupakan operasionalisasi hukum pajak (tax law) yang merupakan satu kesatuan 

sebagai suatu system pajak (tax system). Dalam pelaksanaan administrasi pajak 

dibutuhkan rambu‐rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan  teknis  lainnya 

sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Untuk dapat 

melakukan penggalian pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus 

mampu mengadministarsikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib 

Pajak), memberikan pelayanan pajak  yang baik, serta adanya persamaan perlakukan 

kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam law enforcement. 

Efektifitas pemungutan pajak merupakan output dan outcome dari kegiatan 

ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan penegakan hukum (law enforcement) 

melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah untuk 

menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak‐hak Wajib 

Pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Visi Badan Pendapatan Daerah 

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah gambaran 

arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru melalui penyelenggaraan tugas dan 

fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, Adapun Visi  Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 yaitu:    

“ MEWUJUDKAN PENDAPATAN DAERAH YANG MANDIRI, PROFESIONAL, 

DAN AKUNTABEL”. 

 

2. Misi Badan Pendapatan Daerah 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka, misi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kemandirian pendapatan daerah untuk mendukung 

pembangunan daerah. Pembiayaan sangat tergantung dari penerimaan 

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk menjaga kelangsungan 

pembangunan yang terus meningkat, perlu adanya peningkatan 

penerimaan daerah; 

2) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia 

(SDM). Meningkatkan SDM yang mempunyai wawasan, pengalaman, 

kemampuan dan komunikatif dalam melaksanakan tupoksi masing-masing 

dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas aparatur; 

3) Menjamin tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel. Sejauh mana 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan 

haruslah ekonomis, efisien dan efektif sesuai kebutuhan, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Pencapaian sasaran disajikan berupa informasi mengenai pencapaian 

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 

yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. 

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maka 

Badan Pendapatan Daerah  telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 

2021-2026. yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun  

yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta 

indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk periode 5 

(Lima) tahun kedepan.  

Rencana Strategis  (Renstra)  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kotabaru  tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 Pperencanaan strategis merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu 

menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal, nasional, global dan tetap berada 

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan 

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan 

visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya 

peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

a. Indikator Tujuan 

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih 

dalam mencapai misi dimaksud, Adapun rumusan tujuan di dalam Rencanaan 

Strategis (Renstra Penyusuaian) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2021-2026 adalah: 

1) Meningkatkan rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target 

pendapatan daerah; 

2) Meningkatkan kinerja dan kualitas disiplin aparatur; 
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3) Optimalisasi manajemen pendapatan daerah. 

b. Indikator Sasaran Strategis 

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran atau objectives organisasi 

merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, 

sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan 

organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber 

daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran 

harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila 

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis 

terkait juga telah dicapai. 

Rumusan sasaran strategis diselaraskan dengan tujuan, program dan 

kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam 

table 2.1. 

Tabel 2.1. 

RUMUSAN SASARAN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH  

KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 

NO TUJUAN PD SASARAN PD 
INDIKATOR SASARAN 

RENSTRA 

1 2 3 4 

            

1 Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah dalam Rangka 
Peningkatan Pelayanan Publik 
dan Akuntabilitas Kinerja 
Bapenda Meningkatnya Realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah. (Kemandirian Fiskal) 

Rasio Pertumbuhan Pendaptan 
Asli Daerah 

    Perentase Realiasai 
Pendapatan Asli Daerah 
Terhadap Total Pendapatan 
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c. Strategi Dan Kebijakan Umum 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan Strategi yang dijabarkan ke 

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun salah satu Strategi yang 

terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah 

Membuat Sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan 

dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat 

berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup 

orang banyak. 

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu : 

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri 

(PADS); 

2. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan 

keseimbangan dan ekosistem dan kelestarian alam; 

3. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD; 

4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD; 

5. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD; 

6. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke 

Kab.Kotabaru baik level lokal, regional maupun internasional; 

7. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak 

investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru; 

8. Melakukan konsultasi dan pendekatan dengan Pemerintah Pusat untuk 

mendapatkan DAU dan DAK yang proporsional; 

 

d. Strategi Dan Kebijakan Umum 

Adapun program yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru adalah ”Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah”. 

 

 

 

B. PERJANJIAN KINERJA SKPD (Sesuai IKU Badan Pendapatan Daerah) 
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Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian 

kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 

2023 ditetapkan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja 

yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencpaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi 

pemerintah untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, 

melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

menilai keberhasilan organiasai. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran 

strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian 

Kinerja dapat dilihat dalam table 2.2. 
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Tabel 2.2 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

NO Sasaran Strategis   Indikator Kinerja Target 

(1) (2)   (3) (4) 

1 Meningkatnya Realisasi 
penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah. (Kemandirian Fiskal) 

- Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah 

6.00% 

  

- Perentase Realiasai Pendapatan Asli Daerah 
Terhadap Total Pendapatan 

8.47% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas 

managerial dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai 

amanat dari peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan. Masing-masing 

bidang atau individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan 

yang dilaksanakan pada bidangnya yang telah direncanakan dalam rencana kerja 

tahunan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali 

merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu 

pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai 

hasilnya oleh pihak yang berwenang. 

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program / 

kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, lihat 

pada table 3.1. berikut ini. 

Tabel 3.1. 

Penilaian dan Interprestasi Program/Kegiatan 

No Kategori Nilai (%) Interpretasi 

1. AA >85 - 100 Memuaskan  

2. A >75 - 85 Sangat Baik 

3. B >65 - 75 Baik 

4. CC >50 - 65 Cukup Baik 

5. C >30 - 50 Agak Kurang 

6. D 0 - 30 Kurang 

 

Salah satu landasan utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 
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public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan 

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organiasasi yang akuntabel. 

Berdasarkan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru 

sebagaimana tersebut diatas maka hasil Pengukuran Kinerja tahun 2023 dapat dilihat 

pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. 

 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 

NO ISU STRATEGIS 
KINERJA UTAMA 
(Tujuan / Sasaran) 

INDIKATOR TARGET REALISASI 
(%) 

Capaian 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
Pendapatan Daerah 

Meningkatnya 
Realisasi penerimaan 
Pendapatan Asli 
Daerah. 
(Kemandirian Fiskal) 

Persentase 
Realiasai 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Terhadap Total 
Pendapatan 

8.47% 7.87% 132.80% 

      

 

Berdasarkan tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator 

Kinerja Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan 

dengan target sebesar 8,47% terealisasi 7,87% dengan capaian 132,80% di karenakan 

realisasi PAD melebihi target. 

Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2023 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan 

organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan 

program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu 

adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil 

pengukuran pencapaian sasaran. 

Untuk setiap pernyataan Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis capaian 

knerja sebagai berikut : 
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Analisis Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total 

Pendapatan 

 

Tabel 3.3 Presentase Realisasi PAD dengan Target PAD  

No. Indikator Kinerja  Tahun Target PAD Tahun n 
Realisasi PAD Tahun 

n 
Rasio 

Capaian 

1 2 3 5 4 6 

1 Rasio realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah terhadap 
target Pendapatan 
Asli Daerah 

2019 
        
139,332,368,647.41  

        
130,665,705,449.80  

93.78% 

    
2020 

        
120,471,594,319.00  

        
141,676,176,118.00  

117.60% 

   
2021 

        
146,627,106,186.00  

        
203,829,658,710.57  

139.01% 

   
2022 

        
191,724,593,852.00  

        
224,475,812,713.93  

117.08% 

   
2023 

        
154,466,225,503.00  

        
205,136,814,891.96  

132.80% 
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Tabel 3.4. Presentse Realisasi Pendapatan Asli Daerah  

terhadap Total Pendapatan Selama 5 Tahun 

No. 
Indikator 
Kinerja  

Tahun Target Pendapatan Daerah 
Realisasi 

Pendapatan Daerah 
Rasio 

Capaian 
Realisasi PAD 

Tahun n 

Presentase 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 5   4 6 6 7 

1 Persentase 
Realiasai 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Terhadap 
Total 
Pendapatan 

2019 
     
1,799,059,262,619.18  

80% 
     
1,605,394,538,148.80  

89.24% 
      
130,665,705,449.80  

8.14 

  

2020 
     
1,495,508,818,087.00  

85% 
     
1,424,115,083,913.02  

95.23% 
      
141,676,176,118.00  

9.95 

  

  

2021 
     
1,604,419,342,537.00  

85% 
     
1,614,194,636,676.00  

100.61%       
203,829,658,710.57  

12.63 

    

2022 
     
1,754,253,119,693.00  

85% 
     
1,802,336,442,533.93  

102.74% 
      

224,475,812,713.93  
12.45 

    

2023 
     
2,608,583,300,871.00  

85% 
     
2,605,991,219,608.96 

99.90% 
      

202,618,101,464.56  
7.87 
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Grafik 3.1. 

Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli 

Daerah s.d. Tahun 2023 

 

 

Grafik 3.2. Presentse Realisasi Pendapatan Asli Daerah  

terhadap Total Pendapatan s.d. Tahun 2023 

 

 

Dari Grafik 3.1. dan 3.2. Solusi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan realisasi pendapatan terhadap target antara 

lain : 

a. Melakukan penyusunan/perubahan rancangan daerah tentang pajak daerah dan 

retribusi 

b. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak /  SKPD penghasil 

 -
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c. Melakukan publikasi kepada wajib pajak / SKPD penghasil melalui media cetak 

maupun secara langsung 

d. Menggiatkan pendataan dan pendaftaran pajak dan retribusi 

e. Memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendataan dan pendaftaran pajak 

secara online 

f. Melakukan validasi data piutang 

g. Melaksanakan pembayaran langsung bekerjasama dengan Bank terkait soal 

pembayaran pajak secara online 

 

B. Realisasi Anggaran 

Komposisi Belanja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Belanja Unsur 

Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) dan Belanja Non Urusan. Belanja Non 

Urusan merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Urusan adalah merupakan 

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. 

Kondisi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 setalah perubahan 

sebesar Rp. 24.657.321.684,00 terealisasi sebesar Rp. 20.180.245.615,00 atau 

81,84%. Secara lebih rinci realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.5. 
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Tabel 3.5. 

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah TA. 2023 

No Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator  Kegiatan (Kinerja) Kegiatan (Anggaran) 

kinerja Satuan Rencana Capaian % Rencana Capaian % 

          
   

  BELANJA         99.06 24,657,321,684 20,180,245,615 81.84 

  PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

        98.70 17,884,586,997 14,392,532,902 80.47 

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

        100.00 275,947,442 202,257,234 73.30 

1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

 Dokumen  5            5  100.00 71,735,506 54,205,834 75.56 

2 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Dokumen 
RKA-SKPD 

 Kali 
Koordinasi  

2            2  100.00 43,954,536 31,852,000 72.47 

3 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

 Kali 
Koordinasi  

2            2  100.00 21,081,088 15,580,100 73.91 

4 Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
DPA-SKPD 

 Kali 
Koordinasi  

2            2  100.00 44,324,132 34,592,500 78.04 

5 Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA- SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Perubahan 
DPA- SKPD 

Kali 
Koordinasi 

2            2  100.00 21,101,945 15,058,300 71.36 
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6 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Dokumen 4            4  100.00 47,468,071 34,504,700 72.69 

7 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Dokumen 12           
12  

100.00 26,282,164 16,463,800 62.64 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

        100.00 13,369,795,272 10,622,992,078 79.46 

8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah 
Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

 Kali 
Penyediaa
n  

13           
13  

100.00 12,469,439,740 9,866,546,816 79.13 

9 Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

 Kali 
Pembayara
n  

12           
12  

100.00 580,246,952 477,721,226 82.33 

10 Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah 
Pelaksanaan 
Penatausahaa
n dan 
Pengujian/Veri
fikasi 
Keuangan 
SKPD 

 Kali 
Pelaksana
an  

             
12  

          
12  

100.00 187,046,027 168,085,667 89.86 

11 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi 
SKPD 

 Kali 
Koordinasi  

              
1  

           1  100.00 86,712,257 82,509,640 95.15 

12 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

 Kali 
Koordinasi  

              
1  

           1  100.00 15,347,432 15,345,079 99.98 
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13 Pengelolaan dan Penyiapan 
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah 
Pengelolaan 
dan 
Penyiapan 
Bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan 

Dokumen 2 2 100.00 7,499,922 7,496,550 99.96 

14 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwul
anan/Semeste
ran SKPD 

Dokumen 4 4 100.00 20,499,744 2,287,100 11.16 

15 Penyusunan Pelaporan dan 
Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah 
Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran 

 Dokumen  1 1 100.00 3,003,198 3,000,000 99.89 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

        81.62 244,679,219 173,811,792 71.04 

16 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah 
Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapann
ya 

 
Pengadaan  

4 4 100.00 70,620,000 68,600,000 97.14 

17 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah 
Pendataan 
dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

 Kali 
Pendataan  

12 12 100.00 17,499,799 15,299,420 87.43 

18 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

 Kali 
Koordinasi  

12 12 100.00 20,499,976 16,694,900 81.44 
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19 Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Jumlah 
Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian 
Kinerja 
Pegawai 

 Kali 
Monitoring  

12 12 100.00 16,903,732 15,041,200 88.98 

20 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Kali 
Pelaksana
an 

4 4 100.00 29,190,712 15,656,600 53.64 

21 Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah 
Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

 orang  20 10 50.00 89,965,000 42,519,672 47.26 

  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

      99.14 1,372,083,818 1,148,662,051 83.72 

22 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 
Bangunan 
Kantor 

 Kali 
Penyediaa
n  

4 4 100.00 88,719,500 65,632,350 73.98 

23 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

 Kali 
Penyediaa
n  

12 12 100.00 112,348,032 108,167,903 96.28 

24 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

 Kali 
Penyediaa
n  

12 12 100.00 268,900,000 193,725,000 72.04 

25 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 Kali 
Penyediaa
n  

12 12 100.00 268,475,000 244,828,625 91.19 
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26 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah 
Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

 Kali  36 19 52.78 10,920,000 3,120,000 28.57 

27 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

 Kali 
Penyediaa
n  

6 5 83.33 39,650,000 26,230,000 66.15 

28 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

 Orang Kali  72 72 100.00 483,812,000 452,459,773 93.52 

29 Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Jumlah 
Penatausahaa
n Arsip 
Dinamis pada 
SKPD 

 Dokumen  12 12 97.36 4,261,118 4,258,200 99.93 

30 Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

Jumlah 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 
pada SKPD 

 Kali 
Pelaksana
an  

4 4 100.00 94,998,168 50,240,200 52.89 

  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

        94.72 1,419,182,000 1,338,453,000 94.31 

31 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 unit  10 10 100.00 1,344,182,000 1,338,453,000 99.57 

32 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

 kali 
pegadaan  

1 0 0.00 75,000,000 - 0.00 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

        98.18 633,034,232 591,231,930 93.40 
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33 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Lembar 1200 870 72.50 6,300,000 4,500,000 71.43 

34 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Kali 
Pembayara
n 

144 137 95.14 200,987,540 175,987,130 87.56 

35 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kali 
Penyediaa
n 

12 12 100.00 425,746,692 410,744,800 96.48 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

      84.49 569,865,014 315,124,817 55.30 

36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Unit 24 18 90.91 143,392,600 80,505,582 56.14 
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37 Pemeliharaan/Rehabilitas 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Unit 24 21 90.91 403,625,469 216,839,235 53.72 

38 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Kali 11 10 90.91 22,846,945 17,780,000 77.82 

  PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

        100.00 315,300,000 312,179,774 99.01 

  Koordinasi dan Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

        100.00 315,300,000 312,179,774 99.01 

39 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, 
Sinkronisasi, Supervisi, 
Monitoring dan Evaluasi 
Pengelolaan Dana Perimbangan 
dan Dana Transfer Lainnya 

Jumlah 
Koordinasi, 
Fasilitasi, 
Asistensi, 
Sinkronisasi, 
Supervisi, 
Monitoring dan 
Evaluasi 
Pengelolaan 
Dana 
Perimbangan 
dan Dana 
Transfer 
Lainnya 

Dokumen 12 12 100.00 315,300,000 312,179,774 99.01 

  PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

        100.00 6,457,434,687 5,475,532,939 84.79 

  Kegiatan Pengelolaan 
pendapatan Daerah 

        100.00 6,457,434,687 5,475,532,939 84.79 

40 Perencanaan pengelolaan pajak 
daerah 

Jumlah 
dokumen 
rencana 
pengelolaan 
pajak daerah 

Dokumen 2 2 100.00 125,430,387 96,921,912 77.27 
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41 Analisa dan Pengembangan 
Pajak Daerah, serta 
Penyusunan Kebijakan Pajak 
Daerah. 

Jumlah 
Analisa dan 
Pengembanga
n Pajak 
Daerah, serta 
Penyusunan 
Kebijakan 
Pajak Daerah. 

Dokumen 4 4 100.00 627,717,705 585,886,170 93.34 

42 Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 
Pajak Daerah 

Jumlah 
Penyuluhan 
dan 
Penyebarluas
an Kebijakan 
Pajak Daerah 

laporan 12 12 100.00 347,979,800 204,282,000 58.71 

43 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan Pajak 
Daerah 

Jumlah 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Pajak Daerah 

unit 3 3 100.00 1,031,821,500 971,709,140 94.17 

44 Pendataan dan Pendaftaran 
Objek Pajak Daerah 

Jumlah 
Pendataan 
dan 
Pendaftaran 
Objek Pajak 
Daerah 

laporan 12 12 100.00 357,235,794 206,442,987 57.79 

45 Pengolahan, Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis Data Pajak 
Daerah 

Jumlah 
Pengolahan, 
Pemeliharaan, 
dan Pelaporan 
Basis Data 
Pajak Daerah 

laporan 12 12 100.00 635,181,720 497,022,756 78.25 

46 Penilaian Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBBP2) serta Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 

Jumlah 
Penilaian 
Pajak Bumi 
dan Bangunan 
Perdesaan 
dan Perkotaan 
(PBBP2) serta 
Bea Perolehan 
Hak atas 
Tanah dan 
Bangunan 
(BPHTB) 

Objek 
Pajak 

1000 1000 100.00 865,065,252 764,861,002 88.42 
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47 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah 
Penetapan 
Wajib Pajak 
Daerah 

Dokumen 12 12 100.00 233,124,557 216,665,872 92.94 

48 Pelayanan dan Konsultasi Pajak 
Daerah 

Jumlah 
Pelayanan 
dan Konsultasi 
Pajak Daerah 

layanan 7500 7500 100.00 584,059,809 461,325,413 78.99 

49 Penelitian dan Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak Daerah 

Jumlah 
Penelitian dan 
Verifikasi Data 
Pelaporan 
Pajak Daerah 

Dokumen 12 12 100.00 214,541,786 208,593,754 97.23 

50 Penagihan Pajak Daerah Jumlah 
Penagihan 
Pajak Daerah 

Dokumen 12 12 100.00 357,935,831 313,011,746 87.45 

51 Penyelesaian Keberatan Pajak 
Daerah 

Jumlah 
Penyelesaian 
Keberatan 
Pajak Daerah 

Dokumen 12 12 100.00 277,090,900 265,685,220 95.88 

52 Pengendalian, Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak Daerah 

Jumlah 
dokumen hasil 
pemeriksaan 
serta 
pengendalian 
dari 
pengawasan 
pajak daerah 

Dokumen 12 12 100.00 199,996,792 149,534,839 74.77 

53 Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Jumlah 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Pajak Daerah 
dan Retribusi 
Daerah 

laporan 12 12 100.00 206,072,854 158,031,609 76.69 

54 Elektronifikasi Transaksi 
Pemerintah Daerah 

Jumlah 
laporan 
perkembanga
n 
elektronifikasi 
transaksi 
pemerintah 
daerah 

laporan 4 4 100.00 394,180,000 375,558,519 95.28 
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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran 

pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah 

dirancang. Terhadap 1 (Satu) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan baik. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat 

pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru 

sebagai langkah-langkah pencapaian visi, misi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan. 

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya adalah proses 

terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan 

publik berdasarkan prinsp-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya 

kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis 

yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan 

publik. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kotabaru, dapat disimpulkan bahwa : 

Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Presentase Reaslisasi Pendapatan 

Asli Daerah terhadap Total Pendapatan dengan capaian sebesar 7,87%. Sementara 

Indikator Kinerja Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target 

Pendapatn Asli Daerah dengan capaian sebesar 132,80%, demikian untuk masing-

masing indikator telah memperoleh interpretasi Memuaskan, Sedangkan pelaksanaan 

program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 
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dengan Rata-rata Capaian Kinerja Program sebesar 99,06% dan Realisasi anggaran 

mencapai 81,84%. 

 

2. Saran 

Saran terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 adalah terhadap indikator yang capaiannya sudah 

mencapai target dan bahkan melampaui target diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai bahan acuan untuk mempertahankan dan meningkatkan proses perencanaan 

dan pelaksanaanya sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada Tahun 

berikutnya. 

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat 

dan memberikan gambaran dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2023, sehingga 

dapat dimanfaatkan baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan 

keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kotabaru. 

 

 

 

 

Kotabaru,        Januari 2024 
Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotabaru 
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 Rp  K  Rp  K Rp  K  Rp  K  Rp  Rp Rp

BELANJA 24,657,321,684                              2,517,143,750.00               1,435,877,319                 8,704,663,892               7,522,560,654             20,180,245,615        20,180,245,615            

NON URUSAN 17,884,586,997                              1,923,549,731.00               1,105,937,305                 6,139,300,341               5,223,745,525             14,392,532,902        14,392,532,902            

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

17,884,586,997                              1,923,549,731.00               1,105,937,305                 6,139,300,341               5,223,745,525             14,392,532,902        14,392,532,902            

X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

275,947,442                                                   - 33,503,234.00                    46,506,900                      42,236,000                     80,011,100                   202,257,234             202,257,234                 

X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5  Dokumen                                        71,735,506                - 13,082,834.00                    -             13,926,200                                  4 18,252,400                               1 8,944,400                     5               Dokumen 54,205,834               54,205,834                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

2  Kali Koordinasi                                        43,954,536                - 1,824,900.00                      -             10,200,000                                  1 4,907,200                                 1 14,919,900                   2               Kali Koordinasi 31,852,000               31,852,000                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

2  Kali Koordinasi                                        21,081,088                - 1,738,200.00                      -             4,435,200                                    1 5,248,400                                 1 4,158,300                     2              Kali Koordinasi 15,580,100               15,580,100                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-SKPD

2  Kali Koordinasi                                        44,324,132                - 5,750,000.00                      -             6,619,100                                    1 6,903,000                                 1 15,320,400                   2              Kali Koordinasi 34,592,500               34,592,500                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Perubahan DPA- 

SKPD

2  Kali Koordinasi                                        21,101,945                - 1,519,100.00                      -             2,388,200                                    1 869,000                                    1 10,282,000                   2              Kali Koordinasi 15,058,300               15,058,300                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

4  Dokumen                                        47,468,071                - 8,069,100.00                      -             8,069,100                                    2 5,000,000                                 2 13,366,500                   4              Dokumen 34,504,700               34,504,700                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

12  Dokumen                                        26,282,164               3 1,519,100.00                      1            869,100                                       1 1,056,000                                 7 13,019,600                   12            Dokumen 16,463,800               16,463,800                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

                               13,369,795,272                1,373,810,738.00 943,776,338                                    4,041,984,243               4,263,420,759         10,622,992,078              10,622,992,078 

X XX 01 2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

13  Kali Penyediaan                                12,469,439,740               3 1,185,661,326.00               3            854,625,588                                3 3,707,485,743                      4.0 4,118,774,159             13            Kali Penyediaan 9,866,546,816          9,866,546,816              Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

12  Kali Pembayaran                                     580,246,952               3 134,099,226.00                  1            41,180,000                                  5 208,032,000                          3.0 94,410,000                   12            Kali Pembayaran 477,721,226             477,721,226                 Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12  Kali Pelaksanaan                                     187,046,027               3 43,979,567.00                    1            24,151,500                                  5 62,828,000                            3.0 37,126,600                   12            Kali Pelaksanaan 168,085,667             168,085,667                 Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1  Kali Koordinasi                                        86,712,257               1 6,164,540.00                      -             11,305,100                                   - 51,930,000                                - 13,110,000                   1              Kali Koordinasi 82,509,640               82,509,640                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

1  Kali Koordinasi                                        15,347,432                - 3,906,079.00                      -             6,542,600                                    1 4,896,400                                  - -                                1              Kali Koordinasi 15,345,079               15,345,079                    Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

2  Dokumen                                          7,499,922                - -                                       -             5,971,550                                    2 1,525,000                                  - -                                2              Dokumen 7,496,550                 7,496,550                      Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semestera

n SKPD

4  Dokumen                                        20,499,744                - -                                       -             -                                              2 2,287,100                              2.0 -                                4              Dokumen 2,287,100                 2,287,100                      Subbag 

Perencanaan

K
3 41

12 13 = 6 + 12

K

IV

7 8 9 10 11

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 

berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi  Tahun 2023

IIIIII

FORMULIR E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Kotabaru

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

Periode Pelaksanaan Bulan Desember 2023

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output)

Unit SKPD 

Penanggung 

Jawab

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total realisasi 

kinerja tahun 2022) 

 Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d tahun 2019 

(Pelaksanaan Renja 

SKPD Tahun 2025) 

Kode Program dan 

Kegiatan
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 Rp  K  Rp  K Rp  K  Rp  K  Rp  Rp RpK
3 41

12 13 = 6 + 12

K

IV

7 8 9 10 11

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 

berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi  Tahun 2023

IIIIII

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output)

Unit SKPD 

Penanggung 

Jawab

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total realisasi 

kinerja tahun 2022) 

 Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d tahun 2019 

(Pelaksanaan Renja 

SKPD Tahun 2025) 

Kode Program dan 

Kegiatan

X XX 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

1  Dokumen                                          3,003,198                - -                                       -             -                                              1 3,000,000                                  - -                                1              Dokumen 3,000,000                 3,000,000                      Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.1 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

                                    244,679,219                        6,466,380.00 10,634,480                                           21,403,980                  135,306,952               173,811,792                   173,811,792 

X XX 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

4  Pengadaan                                        70,620,000                - -                                       -             -                                               - -                                         4.0 68,600,000                   4               Pengadaan 68,600,000               68,600,000                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

12  Kali Pendataan                                        17,499,799               3 4,636,380.00                      1            1,112,080                                    3 4,560,780                              5.0 4,990,180                     12            kali pendataan 15,299,420               15,299,420                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 

Informasi Kepegawaian

Jumlah Koordinasi dan 

Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

12  Kali Koordinasi                                        20,499,976               3 1,830,000.00                      1            4,515,900                                    6 6,150,500                              2.0 4,198,500                     12            kali koordinasi 16,694,900               16,694,900                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

Jumlah Monitoring, Evaluasi, 

dan Penilaian Kinerja Pegawai

12  Kali Monitoring                                        16,903,732               3 -                                       2            5,006,500                                    2 3,081,100                              5.0 6,953,600                     12            kali monitoring 15,041,200               15,041,200                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

4  Kali Pelaksanaan                                        29,190,712                - -                                       -             -                                              2 7,611,600                              2.0 8,045,000                     4              Kali Pelaksanaan 15,656,600               15,656,600                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

20  orang                                        89,965,000 -                                               - -                                       10.0 42,519,672                   10            42,519,672               42,519,672                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

                                 1,372,083,818                    167,918,115.00 37,783,900                                         629,363,180                  313,596,856            1,148,662,051           1,148,662,051.00 

X XX 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

4  Kali Penyediaan                                        88,719,500                - 1,993,700.00                      -             -                                              3 12,251,200                            1.0 51,387,450                   4              kali penyediaan 65,632,350               65,632,350                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 02 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

12  Kali Penyediaan                                     112,348,032               3 15,716,039.00                    1            7,833,900                                    5 54,110,564                            3.0 30,507,400                   12            kali penyediaan 108,167,903             108,167,903                 Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

12  Kali Penyediaan                                     268,900,000               3 30,525,000.00                    1            -                                              5 108,945,000                          3.0 54,255,000                   12            kali penyediaan 193,725,000             193,725,000                 Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

12  Kali Penyediaan                                     268,475,000               3 -                                       1            -                                              5 209,782,625                          3.0 35,046,000                   12            kali penyediaan 244,828,625             244,828,625                 Subbag Umpeg

X XX 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

36  Kali                                        10,920,000               2 780,000.00                         -             260,000                                       6 1,300,000                            11.0 780,000                        19            Kali Pembayaran 3,120,000                 3,120,000                      Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

6  Kali Penyediaan                                        39,650,000                - -                                       -             -                                              4 24,400,000                            1.0 1,830,000                     5              kali penyediaan 26,230,000               26,230,000                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

72  Orang Kali                                     483,812,000             12 106,003,176.00                  3            18,614,000                                38 207,173,791                        19.0 120,668,806                72             Orang Kali 452,459,773             452,459,773                 Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

Jumlah Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

12  Dokumen                                          4,261,118               3 1,982,700.00                      1            -                                               - -                                         8.0 2,275,500                     12            dokumen 4,258,200                 4,258,200                      Subbag Umpeg

X XX 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

4  Kali Pelaksanaan                                        94,998,168               1 10,917,500.00                    -             11,076,000                                  1 11,400,000                            2.0 16,846,700                   4              kali pelaksanaan 50,240,200               50,240,200                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

                                 1,419,182,000                    198,634,000.00 -                                                  1,139,819,000                                    -              1,338,453,000           1,338,453,000.00 

X XX 01 2.1 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

10  unit                                  1,344,182,000             10 198,634,000.00                  1,139,819,000                          - -                                10             Unit 1,338,453,000          1,338,453,000              Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

0  Kali Pengadaan                                        75,000,000                - -                                       -             -                                               - -                                             - -                                -               Unit pemeliharaan -                                 -                                      Subbag 

Perencanaan

X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

                                    633,034,232                    135,386,917.00 56,503,604                                         235,239,536                  164,101,873               591,231,930                   591,231,930 

X XX 01 2.1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

1200  Lembar                                          6,300,000           220 1,000,000.00                      -             -                                          300 1,500,000                             350 2,000,000                     870          lembar 4,500,000                 4,500,000                      Subbag Umpeg

X XX 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

144  Kali Pembayaran                                     200,987,540             36 36,886,917.00                    11          24,003,604                                55 71,239,536                             35 43,857,073                   137          kali pembayaran 175,987,130             175,987,130                 Subbag Umpeg

X XX 01 2.1 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

12  Kali Penyediaan                                     425,746,692               3 97,500,000.00                    1            32,500,000                                  5 162,500,000                             3 118,244,800                12            kali penyediaan 410,744,800             410,744,800                 Subbag Umpeg
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X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

                                    569,865,014                        7,830,347.00 10,732,083                                           29,254,402                  267,307,985               315,124,817                   315,124,817 

X XX 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

24  Unit                                     143,392,600               2 7,830,347.00                      1            8,902,083                                    6 20,936,902                               9 42,836,250                   18            Unit pemeliharaan 80,505,582               80,505,582                    Subbag Umpeg

X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

24  Unit                                     403,625,469                - -                                       -             -                                              4 6,937,500                               17 209,901,735                21            Unit pemeliharaan 216,839,235             216,839,235                 Subbag Umpeg

X XX 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

11  Kali                                        22,846,945                - -                                       -             1,830,000                                    4 1,380,000                                 6 14,570,000                   10            Kali Pemeliharaan 17,780,000               17,780,000                    Subbag Umpeg

5 02 UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN (KEUANGAN)

                                 6,772,734,687                    593,594,019.00 329,940,014                                    2,565,363,551               2,298,815,129            5,787,712,713                5,787,712,713 

5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

                                    315,300,000                      38,195,811.00 18,576,160                                         198,406,998                    57,000,805               312,179,774                   312,179,774 Bidang 

Pengembangan

5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah

                                    315,300,000                      38,195,811.00 18,576,160                                         198,406,998                    57,000,805               312,179,774                   312,179,774 

5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, 

Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan Dana 

Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, 

Asistensi, Sinkronisasi, 

Supervisi, Monitoring dan 

12  Dokumen                                     315,300,000               3 38,195,811.00                    1            18,576,160                                  6 198,406,998                             2 57,000,805                   12             Dokumen 312,179,774             312,179,774                 

5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH

                                 6,457,434,687                    555,398,208.00 311,363,854                                    2,366,956,553               2,241,814,324            5,475,532,939                5,475,532,939 

5 02 04 2 Kegiatan Pengelolaan pendapatan 

Daerah

                                 6,457,434,687                    555,398,208.00 311,363,854                                    2,366,956,553               2,241,814,324            5,475,532,939                5,475,532,939 

5 02 04 2 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah dokumen rencana 

pengelolaan pajak daerah

2  Dokumen                                     125,430,387 -                                       -             -                                             - 8,787,180                                 2 88,134,732                   2               Dokumen 96,921,912               96,921,912                    

5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak 

Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 

Pajak Daerah.

Jumlah Analisa dan 

Pengembangan Pajak Daerah, 

serta Penyusunan Kebijakan 

4  Dokumen                                     627,717,705               1 90,152,120.00                    1            3,289,900                                    1 272,266,250                             1 220,177,900                4               Dokumen 585,886,170             585,886,170                 Bidang 

Pengembangan

5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Penyuluhan dan 

Penyebarluasan Kebijakan 

Pajak Daerah

12  laporan                                     347,979,800               3 18,793,000.00                    3            5,417,000                                    3 138,257,900                             3 41,814,100                   12             laporan 204,282,000             204,282,000                 Bidang 

Pengembangan

5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah

3  unit                                  1,031,821,500                - 17,766,730.00                    -             27,046,527                                  2 295,448,057                             1 631,447,826                3               unit 971,709,140             971,709,140                 Bidang PD I

5 02 04 2 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah

Jumlah Pendataan dan 

Pendaftaran Objek Pajak 

Daerah

12  laporan                                     357,235,794               3 67,135,923.00                    3            28,135,944                                  3 67,133,120                               3 44,038,000                   12             laporan 206,442,987             206,442,987                 Bidang PD II

5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Jumlah Pengolahan, 

Pemeliharaan, dan Pelaporan 

Basis Data Pajak Daerah

12  laporan                                     635,181,720               3 82,796,996.00                    3            88,851,808                                  3 67,897,103                               3 257,476,849                12             laporan 497,022,756             497,022,756                 Bidang PD II

5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah 

Jumlah Penilaian Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) serta Bea 

1000  Objek Pajak                                     865,065,252           398 69,675,998.00                    402        40,915,823                                   - 537,372,539                         200 116,896,642                1,000        Objek Pajak 764,861,002             764,861,002                 Bidang PD II

5 02 04 2 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Penetapan Wajib Pajak 

Daerah

12  Dokumen                                     233,124,557               3 27,076,562.00                    3            2,800,000                                    3 106,141,235                             3 80,648,075                   12             Dokumen 216,665,872             216,665,872                 Bidang PD I

5 02 04 2 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Pelayanan dan 

Konsultasi Pajak Daerah

7500  layanan                                     584,059,809               3 21,109,396.00                    1            7,793,116                                     - 301,144,431                      7,496 131,278,470                7,500        layanan 461,325,413             461,325,413                 Bidang PD I

5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data 

Pelaporan Pajak Daerah

Jumlah Penelitian dan Verifikasi 

Data Pelaporan Pajak Daerah

12  Dokumen                                     214,541,786               3 21,857,275.00                    3            29,235,296                                  3 84,147,332                               3 73,353,851                   12             Dokumen 208,593,754             208,593,754                 Bidang 

Penagihan

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja
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5 02 04 2 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Penagihan Pajak 

Daerah

12  Dokumen                                     357,935,831               3 49,604,411.00                    3            33,224,000                                  3 145,862,817                             3 84,320,518                   12             Dokumen 313,011,746             313,011,746                 Bidang 

Penagihan

5 02 04 2 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Penyelesaian 

Keberatan Pajak Daerah

12  Dokumen                                     277,090,900               3 34,435,601.00                    3            32,891,037                                  3 104,976,917                             3 93,381,665                   12             Dokumen 265,685,220             265,685,220                 Bidang 

Penagihan

5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah dokumen hasil 

pemeriksaan serta 

pengendalian dari pengawasan 

12  Dokumen                                     199,996,792               3 28,094,978.00                    3            2,044,000                                    3 47,209,000                               3 72,186,861                   12             Dokumen 149,534,839             149,534,839                 

5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah

Jumlah Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah

12  laporan                                     206,072,854               3 14,720,518.00                    3            7,590,603                                    3 76,241,572                               3 59,478,916                   12             laporan 158,031,609             158,031,609                 Bidang PD I

5 02 04 2.01 15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 

Daerah

Jumlah laporan perkembangan 

elektronifikasi transaksi 

pemerintah daerah

4  laporan                                     394,180,000               1 12,178,700.00                    1            2,128,800                                    1 114,071,100                             1 247,179,919                4               laporan 375,558,519             375,558,519                 Bidang PD I

                               24,657,321,684                2,517,143,750.00 1,435,877,319                             8,704,663,892               7,522,560,654         20,180,245,615              20,180,245,615 

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kotabaru,     Desember 2023

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya *) :

*) Diisi oleh Kepala Bappeda KHAIRIAN ANSHARI, S.STP, M.Si

NIP. 19830216 200112 1 001

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja














